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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Bjm

          DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ahmad Hurkani bin Riduan, lahir di Amuntai pada tanggal  20 Oktober 1986

(umur  34  tahun),  agama  Islam,  pekerjaan  Sales,

pendidikan  SMA,  bertempat  tinggal  di  Jalan  Muning

Gang  Kenanga,  RT.09,  RW.01,  No.20,  Kelurahan

Kelayan  Selatan,  Kecamatan  Banjarmasin  Selatan,

Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Anita Dewi binti  Masrani  K,  lahir  di  Banjarmasin pada tanggal  01 Oktober

1998  (umur  32  tahun),  agama  Islam,  pekerjaan

Cleaning  servis, pendidikan SMA, bertempat tinggal di

Jalan  HKSN, Komplek  Herlina  Perkasa,  Blok  B

Dirgantara,  RT.13,  No.89,  Kelurahan  Kuin  Selatan,

Kecamatan  Banjarmasin  Utara, Kota  Banjarmasin,

selanjutnya disebut  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon dan  memeriksa  bukti-bukti di

persidangan; 

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

17  Februari  2021  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Banjarmasin dengan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 18 Februari 2021

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Hal 1 dari 11 hal 
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Disclaimer
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1. Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami-istri  yang

melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2012, yang dicatat oleh

Pegawai  pencatat  Nikah Kantor  Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin

Utara,  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  400/94/V/2012  tanggal  28  Mei  2012,

pada  waktu  akad  nikah  Pemohon  berstatus  tidak  kawin  (jejaka)  dan

Termohon berstatus tidak kawin (perawan);

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang

bernama :

2.1. Najwa  Ulpah  binti  Ahmad  Hurkani lahir  di  Banjarmasin

pada tanggal 27 Maret 2013;

2.2. Muhammad  Rizal  Fahmi  bin  Ahmad  Hurkani lahir  di

Banjarmasin pada tanggal 18 Juli 2017;

3. Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  dalam

keadaan  rukun  dan  harmonis  namun   sejak  2019,  ketentraman  rumah

tangga Pemohon dengan Termohon telah  goyah,  yaitu  antara  Pemohon

dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus,  disebabkan  Termohon  yang  mempunyai  sifat  boros,  apabila

Pemohon  memberikan  uang  kepada  Termohon,  uang  Termohon  sering

habis, Pemohon tidak tahu di kemanakan uang pemberian dari Pemohon,

apabila Pemohon bertanya kenapa uang Termohon cepat habis, Termohon

tidak jujur menjawabnya dan  sering tidak jelas, hal ini membuat Pemohon

merasa tidak nyman berumah tangga dengan Termohon;

4. Bahwa  Termohon  memiliki  sifat  keras  kepala  apabila  Pemohon

memberikan nasehat Termohon sering tidak mendengarkannya

5. Bahwa apabila terjadi  perselisihan dan pertengkaran Termohon sering

berkata-kata kasar kepada Pemohon ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon   terjadi  pada  bulan  Desember  2020  dimana  akibat  dari

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  tersebut  antara

Pemohon  dengan  Termohon  telah  pisah  tempat  tinggal,   pisah  tempat

tinggal tersebut  sampai sekarang berjalan selama 2 bulan dan selama itu

Hal 2 dari 11 hal 
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pula  sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara  Pemohon

dengan Termohon ;

7. Bahwa  sejak   Pemohon  dengan  Termohon  berpisah,  selama  itu  ada

usaha  damai  baik  dari  pihak  keluarga  Pemohon  maupun  dari  pihak

Termohon namun tidak berhasil;

      Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua

Pengadilan  Agama  Banjarmasin  c.q.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  Pemohon  (Ahmad  Hurkani  bin  Riduan)  untuk

menjatuhkan talak satu Raj'i  terhadap Termohon (Anita Dewi binti Masrani

K) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Pemohon  telah  datang  menghadap  sendiri  ke  persidangan,  sedangkan

Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

datang  menghadap  sebagai  kuasanya,  walaupun  Termohon  telah  dipanggil

secara  resmi  dan  patut, sedangkan  tidak  ternyata  tidak  datangnya itu

disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  namun  pada  persidangan

selanjutnya Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa  kemudian  dibacakan  surat  permohonan Pemohon, terhadap

maksud dan isi permohonannya tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  Pemohon  telah  mengajukan

alat bukti berupa:

A. Surat

Hal 3 dari 11 hal 
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,  NIK  63711012010860003 atas

nama  Ahmad  Hurkani (Pemohon), yang dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan  dan Pencatatan Sipil   Kota Banjarmasin,  tanggal  08

Oktober   2012,  bukti  surat  tersebut  telah  bermeterai  cukup  dan

dinazagellen,  telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda

P.1;

2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor:  400/94/V/2012 tanggal  28

Mei  2012, yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan

Banjarmasin  Utara,  Kota  Banjarmasin,  bukti  surat  tersebut  telah

bermeterai cukup dan dinazagellen, telah dicocokkan dan sesuai dengan

aslinya, diberi tanda P.2; 

B. Saksi

1. Ahmad Ridani bin Riduan,   lahir  di  Banjarmasin,  tanggal  22 Juli

1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, alamat  di

Jalan Muning, Gang Kenanga, RT.9, RW.01, No.20, Kelurahan  Kelayan

Selatan,  Kecamatan Banjarmasin Selatan,  Kota Banjarmasin, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  kenal  Pemohon  dan  Termohon  karena  Saksi

saudara kandung Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri,  menikah pada bulan

Mei 2012 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

 Bahwa sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  Termohon  suka

boros dan tidak jelas keperluannya untuk apa, Termohon juga sering

marah dan kasar terhadap Pemohon;

 Bahwa  sejak  bulan  Desember  2020 antara  Pemohon  dengan

Termohon telah pisah tempat tinggal hingga  sekarang sudah 2 (dua)

bulan lebih lamanya, selama itu Penggugat sudah tidak ada hubungan

baik lahir maupun batin lagi dengan Tergugat;

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  pernah  berupaya  mendamaikan

Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 11 hal 
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 Bahwa  Saksi  tidak  sanggup  untuk  merukunkan  Pemohon  dan

Termohon;

2. Zainuddin bin Kasran, lahir  di  Banjarmasin,  tanggal 19 Juli 1987,

agama Islam,  pendidikan  MTs.N,  pekerjaan Marbot Mesjid,  alamat  di

Jalan Muning,  RT.09,  RW.01,  No.36,  Kelurahan Kelayan Selatan,

Kecamatan  Banjarmasin Selatan,  Kota  Banjarmasin,  di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  kenal  Pemohon  dan  Termohon  karena  saksi

tetangga Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon  pasangan  suami istri,  menikah

sekitar bulan Mei 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

 Bahwa sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  Termohon  tidak

menghargai  Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon  juga

sering marah  dan berkata kasar terhadap  Pemohon, dan Termohon

juga suka boros  dan menggunakan uang yang diberikan Pemohon

tidak jelas untuk keperluan apa;

 Bahwa  sejak  bulan  Desember 2020  antara  Pemohon  dengan

Termohon telah pisah  rumah hingga  sekarang sudah 2 (dua) bulan

lebih lamanya, selama itu Penggugat sudah tidak ada hubungan baik

lahir maupun batin lagi dengan Tergugat;

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  pernah  berupaya  mendamaikan

Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

 Bahwa  Saksi  tidak  sanggup  untuk  merukunkan  Pemohon  dan

Termohon;

Bahwa  Pemohon  mengajukan  kesimpulan yang  pada  pokoknya tetap

pada pendirian semula sesuai dengan permohonan Pemohon untuk bercerai

dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi  mengajukan

suatu  tanggapan  apapun  mohon  agar  Majelis  Hakim  menjatuhkan  putusan

yang seadil-adilnya;  
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Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini, maka

segala  hal  sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini

ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa Termohon yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut, tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula memberikan kuasa

kepada  wakil/kuasanya  untuk  hadir  dalam  persidangan, serta

ketidakhadirannya  tersebut  tidak  didasarkan  alasan  yang  dibenarkan  oleh

hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-

pihak  berperkara  dengan  cara  menasihati  Pemohon agar  mempertahankan

rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir,

maka upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal  17

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar

Pengadilan  memberikan  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talaknya

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan dengan dalil-dalil  bahwa sejak

tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohon yang mempunyai sifat

boros, apabila Pemohon memberikan uang kepada Termohon, uang Termohon

sering habis, Pemohon tidak tahu dikemanakan uang pemberian dari Pemohon,

apabila  Pemohon  bertanya  kenapa  uang  Termohon  cepat  habis,  Termohon

tidak jujur menjawabnya dan  sering tidak jelas, Termohon juga memiliki sifat

keras  kepala  apabila  Pemohon memberikan  nasehat  Termohon  sering  tidak

mendengarkannya,  dan  apabila  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon. Puncaknya pada bulan

Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal,

pisah tempat tinggal tersebut  sampai sekarang berjalan selama  2 bulan dan
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selama itu pula  sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara

Pemohon dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang

saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  bukti  bertanda  P.1  dan  bukti  bertanda  P.2, telah

bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga

secara formil dapat diterima; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 akta autentik dan diterbitkan

oleh Pejabat yang berwenang karenanya bukti-bukti tersebut secara formil dan

materiil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat bukti P.1,

serta  sesuai  dengan  permohonannya  Termohon  juga  beralamat  di  wilayah

yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, maka harus dinyatakan bahwa perkara

ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  tersebut  harus  dinyatakan

terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah,

sebagaimana   dimaksud  oleh  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun  1974  yang  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019

Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga telah mengajukan saksi-

saksi, masing-masing bernama  Ahmad Ridani bin Riduan dan  Zainduddin

bin Kasran;

 Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  tersebut  bukan  orang  yang  dilarang

untuk menjadi  saksi,  mereka telah  memberikan keterangan di  depan sidang

seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sehingga secara formil

dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi tersebut  didasarkan  pada

apa yang dilihat,  didengar, dan  dialaminya sendiri  serta relevan dengan dalil-

dalil yang  harus  dibuktikan  oleh  Pemohon  dan  keterangannya  saling

bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara materiil

dapat diterima;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  permohonan  Pemohon,  bukti-

bukti surat, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, serta apa yang diketahui oleh

Majelis Hakim selama persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  istri, menikah pada

tanggal 27 Mei 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

 Bahwa sejak  tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon  sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon berlaku

boros  terhadap  uang  yang  diberikan  Pemohon  dan  tidak  jelas

penggunaannya, Termohon juga sering marah dan berkata kasar terhadap

Pemohon;

 Bahwa sejak  bulan  Desember  2020, Pemohon  telah  berpisah tempat

tinggal dengan Termohon yang hingga kini sudah berjalan selama  2 (dua)

bulan lebih lamanya;

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  menasihati  Pemohon  untuk

rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon

sering berselisih dan bertengkar yang berakibat telah berpisah tempat tinggal

sehingga  sudah  sulit  untuk  dirukunkan  kembali  merupakan  fakta  yang

memberikan  gambaran  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut  hukum  di atas, Majelis

Hakim  berpendapat,  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi

keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat dari adanya perselisihan dan

pertengkaran  yang  terus  menerus  hingga  terjadi  pisah  tempat  tinggal  yang

hingga  sekarang  sudah  berlangsung  sekitar  2  (dua)  bulan  dan  tidak  ada

harapan  untuk  kembali  rukun  karena  keduanya  sudah  tidak  saling

mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan

Termohon,  yang  tentunya  rumah  tangga  seperti  itu  sudah  tidak  dapat

diharapkan  untuk  mewujudkan  tujuan  perkawinan,  yaitu  membentuk  rumah

tangga  yang  bahagia  dan  kekal,  sesuai  maksud  Pasal  1  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974  yang diubah dengan  Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah
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dan  rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam

rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak

dan kewajibannya masing-masing;

 Menimbang,  bahwa  suatu  ikatan  pernikahan  adalah  dimaksudkan

untuk  memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan

melihat  kondisi  rumah  tangga  Pemohon dengan  Termohon sebagaimana

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

bukan  saja  tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan

memberikan penderitaan batin baik bagi  Pemohon maupun Termohon, karena

itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor  534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam

hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari

pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu

telah  meninggalkan  pihak  lain,  namun  yang  perlu  dilihat  dan  menjadi

pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan

tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh

adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang

dibenci oleh Allah;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim  perlu  mengetengahkan  dalil  yang

terdapat dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

للهَّ سَمِيعٌ علَيِ  لطلّقََٰ فإَنِّ  ِ عزََمُواْ  مٞوإَ ٱ ٱ  ٢٢٧نۡ
Artinya:  Dan  jika  mereka  ber’azam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah

memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
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Hukum  Islam,  atau  setidak-tidaknya  permohonan  Pemohon  untuk  bercerai

dengan Termohon telah memiliki  cukup alasan,  oleh karena itu berdasarkan

Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak

di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  Banjarmasin dapat dikabulkan  dengan

verstek;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,

berdasarkan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 yang

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 Tentang  Peradilan

Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan

perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Ahmad  Hurkani  bin  Riduan)  untuk

menjatuhkan talak satu raj'i  terhadap Termohon (Anita Dewi binti Masrani.

K) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp. 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan

dengan tanggal  26 Rajab  1442 Hijriah, oleh  Drs.  Abd. Gani, M.H. sebagai

Ketua  Majelis,  Drs.  H.  Ahmad  Guzali dan H.  Abdurrahman, S.Ag, M.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi

Hakim Anggota  tersebut,  dan  dibantu  oleh  Dra.  Hj.  Tien  Harlianty sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,
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Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Drs. H. Ahmad Guzali H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tien Harlianty

Perincian Biaya Perkara:

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 300.000,00

-  PNBP : Rp.       20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp           10  .000,00  

J u m l a h : Rp 420.000,00

    (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) 
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